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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Birokrasi pemerintah 'tidak dapat lagi menampilkan sosok sebagai 

penguasa, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. 

Semua bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dikelola secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Wacana tersebut 

merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata didalam 

mengelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini. 

Dalam rangka mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

dengan tuntutan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka berbagai kebijakan 

strategis telah ditetapkan, diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah 

berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, disamping itu, telah ditetapkan pula 

pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, seperti 

diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Berbagai peraturan pelaksanaan dari kedua 

UU tersebut sedang dipersiapkan, demikian pula serangkaian kebijakan strategis 

sedang terus diupayakan dalam melakukan penetapan dibidang kelembagaan 

pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. 

Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah telah digunakan dalam 

Undang-undang Nomor .32 Tahun 2004. Undang-undang ini meletakkan otonomi 

daerah secara luas pada daerah kabupaten berdasarkan prinsip·prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta mcmperhatikan potensi 
I 

dan keanekanlgaman daerah. Banyak hal baru yang tidak pernah dijumpai dalam 
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ketentuan-ketentuan sebelumnya. Pemerintahan yang dialogis, cerdas, dan 

profesional, merupakan dambaan semua pihak untuk masa yang akan datang. 

Pemerintahan seperti itu hanya akan terwujud jika kinerja dari setiap unit 

birokrasi pemerintah berfungsi,
;
sebagaimana mestinya. 

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, hal itu berati keharusan bagi 

aparatur pemerintah untuk be1:oenah diri dan mempersiapkan institusinya untuk 

merealisir komitmennya terhadap rakyat yang mesti diperjuangkan nasibnya. 

Karena itu uapaya mendata, mengindentifikasi permasalahan dan mendiskusikan 

kiranya perlu terus dikembangkan sampai ketingkat pilihan kebijakan yang 

memungkinkan terjadinya proses pengembangan sumber daya manusia aparatur 

pemerintah daerah secara sistematis dan komprehensif. 

Untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, maka setiap 

pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dan membenahi berbagai 

kekurangan yang terjadi. Kabupaten Aceh Timur juga harus berbenah diri untuk 

mengantisipasi perkembangan ini,agar efektivitas dan efesiensi pelayanan publik 

yang diberikan akan semakin optimal. Otonomi yang memberikan keleluasaan 

dalam mengatur diri dan rumah tangga daerah juga membawa konsekuensi 

terhadap pembiayaan semua pengeluaran pembangunan, yakni berkurangnya 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk dapat mewujudkan 

otonomi ini maka sangat dibutuhkan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas 

dan mampu berkarya 'iecara maksimal. 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang salah satunya 

ttdalilh sMm�,i ��Y' mAnY§i@ (human rg�eur��H), )'Mi d�pil.t ditinjllY d�ri 9ua 

aspek yang salin1� berkaitan. 1\spek kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber 
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